
 
 
 
  

 
 
 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
DINAS KESEHATAN 

 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR  :/800 / 2583 / 2022 
 

TENTANG 
 

KEBIJAKAN AKSES INFORMASI PUBLIK 
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH 

 
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
diperlukan kemudahan akses pelayanan informasi publik; 
 

b. bahwa untuk kemudahan akses pelayanan informasi publik 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu 
untuk menetapkan kebijakan akses informasi pelayanan 
public di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan 
b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah 
Dengan  Peraturan  Permerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 
5589); 

3. Undang-undang Nomor tentang 36 tahun 2009 Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Penyandang Disabilitas; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Rebuplik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor : 19/ Per/ M.Kominfo/ 12/ 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia Nomor : 48/ Per/ 
M.Kominfo/ 11 /2009 tentang Penyediaan Jasa Akses 
Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi 
Internet; 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 25 
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Kewajiban Pelayanan 
Universal Telekomunikasi dan Informatika; 

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Ponyolenggaraan Pelayanan 
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 
Nomor 10); 

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32/ tahun 
2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pembentukan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan 
Pembentukan Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah; 

12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 
2021 Tentang Peraturan Komisi Informasi Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan 
Informasi Publik. 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan :  
Kesatu : Kebijakan Akses Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah. 
   



Kedua : Akses Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
dapat melalui kegiatan Promosi Kesehatan. 

   

Ketiga : Akses Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
dapat melalui kegiatan Promosi Kesehatan. 

   

Keempat 
  

: Akses Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
melalui media non elektronik meliputi : Surat Kabar, Banner, 
Leaflet, Booklet, Poster, Baliho, Spanduk dan media cetak 
lainnya. 
 

Kelima 
  

: Memfasilitasi Akses Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah untuk difabel sebagaimana terlampir. 
 

Keenam 
  

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah. 
 

Ketujuh : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. 
 
 
 
 

Ditetapkan di : SEMARANG 
Pada tanggal  : 31 Mei 2022 

 
KEPALA DINAS KESEHATAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala 
Dinas Tentang Kebijakan 
Akses informasi Publikasi 
Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Tengah 

Nomor : 800 / 2583 / 2022 
Tanggal : 31 Mei 2022 

 
 

FASILITAS AKSES INFORMASI PUBLIK 
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH 

UNTUK DIFABEL 
 
 

No Difabel Fasilitas Akses Informasi Publik 

1 Disabilitas Fisik 

(keterbatasan pada anggota 

gerak) 

Bangunan publik dilengkapi dengan 

sarana seperti lift dan ramp bagi pemakai 

kursi roda, hand railing, tempat parkir 

prioritas dan tempat duduk prioritas. 

2 Disabilitas Sensorik, terdiri 

atas : 

 

 Disabilitas Netra 

(keterbatasan pada indera 

penglihatan 

• Menyediakan akses informasi melalui 

audio dan buku/ media cetak khusus 

yang menggunakan huruf Baille. 

• Menyediakan menu aksesibilitas pada 

website. 

• Menyediakan tempat parkir prioritas 

dan tempat duduk prioritas. 

 Disabilitas rungu 

(keterbatasan pada indera 

pendengaran) 

• Menyediakan video informasi dengan 

bahasa isyarat. 

• Menyediakan tempat parkir prioritas 

dan tempat duduk prioritas. 

3 Disabilitas Mental Menyediakan ruang untuk melepas 

ketegangan atau ruang relaksasi 

dilengkapi media informasi. 

 


